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Ristko Geopolitk

Komisi XIl Sarankan Genjot Produks| Energt

ANGCOTA Komisi XIT DPR
Ramson Siagian menyorof ketor
pantungan erhadep impor minyak
meriah yang masth berada pada
level sangat tinged, Kendati peon-
angunan kilang minyakniasional
melalut program Refinery De-
velopment Master Plan (RDMP)
Lelh rampung,

“Kita punya konsumsi sekitar
1,6 juta barel per hari e msih
impor minyzk mentah sckitar 1
jutabarel per hari,"ujar Ramson
dalam keterangannya, Sabtu
(2412026).

Memang, lanjutnya, ada pe-
ningkatan Jifting menjadi 603
ribu barel per hari, tapi tetap
permuruin lifling atau produksi
minyak bumi sangat signifikan
sejak tahun 2003, Lifting di
atas 1 juta brel per hari (bphy
Lerakhir ki tercapai pada fahun
2005 (1,07 juta bph), sebelum

akhimnya terus menurun drastis
di tahun-{ahun berikumya.

Dia mengingatkan, adenya
ristko geopolitk dapat mengan-
cam ketahanan energi Nasional,
Karena kelgroantangan impor
dalam jumlah besar berisiko
melumpubkan pasokan encryf
apabila terjadi eskalasd geopoli-
ik di kawasan fersebut. “Seperd
potenst pangouan jalor distribust
di Selat Malzka," ueapnya.

Menurut Ramson, keberadaan
kilng minyak berteknologi
(inggt milik Perlaming tidak
akan optimal jika pasokan mi-
nyk mentah Gart dalam ncgert
(iak mencukupi. Oleh kerena
i, peningkatan produkst mi-
nyak nasional menyadi kebutuh-
an mendesak.

Sebagai langkah strategs, Ke-
menterian Energt Sumber Daya
Mineral (ESDM) harus scoera

mempercepal revist Undang-
Undang Minyak dan Gas Bumi
(UL Migas) yang lelah berusia
sekitar 25 ahn. Regulasi terse-
but-perlu disesuaikan dengen
kondist terkin uniuk mencip-
{aka kepstan hokum den lim
investast yang lebih menark
bt investor seklor hulu miggs.

Sementara, enggola Komisi
XII DPR Syaril Fasha men-
(ukuny langkah Kementerian
ESDM menertibkan prakiik
pengeboran minyak bumi ilegal
yang narak terjadt df sejumizh
(aerah. Sebab penertiban dan
nenataan yang dilakakan Peme-
rin(ah telay membawa damak
positf i Lypangan.

“Para pelaku saha yang sche-
lumnya melakokan pengeboran
ek legalkini i tertb dan
Kouperal”kata Fasha dalam e-
{erangannya, Sabu (24/1/2026).

Namnun, Fasha mengingatkan
pentingnya penguatan dasar
fukum alam kebijakan pe-
nataan illegal drilling. Uts-
manya ferkait Peraturan Menter
(Permen) ESDM Nomor 14
Tahun 2025 mengatur tentang
Kerja Sama Pengelolzan Bagian
Wilayah Kerja untok Peningat-
an Produksi Minyak dan Cas
Bumi. Secara hierarki peraturan,
posist peraturan menteri masih
terlalu lemah jika dibandingkan
dengen undang-undang,

*Jagan sampai dasar hukum
ini (crlalu lemmah dan menin:-
butkan persoalan di kemudian
heri, apalagi pasca pergantian
kepeminpinan,” tegas poltikus
Nastem ini.

Dia mendorong Pemerintah
mempertimbangkan regulasi
yang b kuat,seperti Keputus-
an Presiden (Keppres), sembard

menunggu pengesaban undang-
widang yang lengah ibahas DPR.
Aturan (ersebut perhy mengako-
modasi pemanfzatan akfivitas
pengeboran oleh masyarakat agar
mernilki kepastian hokum,

Fasha juga meminta para
pelaku pengeboran fegal yang
kin elah dibina dan ditertibkan
turut menyampaiken apresias
kepada Pemerintah. Namun,
proses pembinaan harus dils-
kukan sccara lebih luas dan
berkelanjutan.

Sclain itu, Fasha menying-
gung pekerjaan rumah Peme-
rintah Lerkail perlambingan
tanpa izin (PETI) yang dinilai-
nya lebih kompleks. Sebeb tidak
hanya merusak lingkungan,
(etapi uza mernicu konfhik sosal
dan korban fiwa. ‘Tinggal PET
infyang harus menjadi perhatian
serits ke depan,” kata dia. mTF
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